
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 18 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu 

membuat Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Seruyan tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seruyan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 



 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 
 

  8. 
 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Inspektorat Kabupaten/ Kota; 
 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 



 

  12. 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 
Nomor 30 Seri E); 

 
  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2009 Nomor 34 Seri E).               

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Seruyan. 

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematik 
dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

 

 



 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seruyan dalam menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pasal 3 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan 
untuk memberikan petunjuk bagi unit-unit SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyusun 
Dokumen SAKIP. 

BAB III 

DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH 

Pasal 4 

Dokumen SAKIP terdiri dari sebagai berikut : 

a. Rencana Strategis; 

b. Perencanaan Kinerja Tahunan; 

c. Perjanjian Kinerja; dan 

d. Pelaporan Kinerja yang dilengkap dengan dokumen 

Indikator Kinerja Utama. 

Pasal 5 

Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seruyan wajib digunakan sebagai 
pedoman bagi SKPD agar SAKIP selaras dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, 
Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja dan Perjanjian 
Kinerja. 

 

 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 5 Agustus 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN, 
 

ttd 
 

HARYONO 

 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 

    pada tanggal 3 Agustus 2016 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

ttd 
 

SUDARSONO 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN  2016 NOMOR 18 




